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 Skripsi yang berjudul “Pengaruh Sosialisasi Pajak, Penerapan Pp No 46 
Tahun 2013, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan 
UMKM di Sidoarjo” ini merupakan penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk 
mengetahui pengaruh sosialisasi pajak, penerapan PP No 46 Tahun 2013 dan 
sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan UMKM di Sidoarjo 
baik secara parsial maupun secara simultan. Selain itu, penelitian ini juga 
bertujuan untuk mengetahui variabel independen manakah yang paling 
mempengaruhi variabel dependen yakni kepatuhan wajib pajak badan UMKM di 
Sidoarjo. 
 Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
pendekatan kuantitatif dengan  populasi yang digunakan ialah seluruh UMKM 
Sidoarjo yang terdaftar dalam web resmi diskopukm.jatimprov.go.id. Sampel 
yang digunakan berjumlah 100 dan diperoleh dengan menggunakan rumus 
Slovin. Sedangkan teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah 
dengan teknik Non Probability Sampling. Pengambilan data dilakukan dengan 
menyebarkan kuisioner ke pelaku usaha UMKM Sidoarjo. Kemudian selanjutnya 
data dianalisis menggunakan bantuan IBM SPSS Statistics 24 dengan teknik 
analisis regresi linier berganda. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi pajak dan sanksi 
perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan 
UMKM di Sidoarjo ditunjukkan dengan nilai uji t hitung > t tabel secara 
berturut-turut sebesar 2,458 > 1,938, 5,017 > 1,938 dengan tingkat signifikansi 
sebesar 0,016 dan 0,000 atau < 0,05. Sedangkan penerapan PP No 46 Tahun 2013 
tidak berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependen. Ditunjukkan 
dengan nilai t hitung 0,170 < 1,938. Namun, secara simultan ketiga variabel 
independen berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan 
UMKM di Sidoarjo dengan nilai uji F hitung > F tabel yakni sebesar 17,511 > 
3,09. 
 Diharapkan kepada masyarakat selaku wajib pajak untuk turut bekerja 
sama dengan mengikuti peraturan perpajakan yang telah disusun oleh 
pemerintah. Sehingga tercipta kerjasama dua arah antara wajib pajak dan 
pemerintah untuk mendorong sikap patuh terhadap kewajiban perpajakan yang 
dipikul dan tujuan pemerintah dapat tercapai.  
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A. Latar Belakang Masalah 
Perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di 
Indonesia pasca orde baru Tahun 1997 mengalami peningkatan. 
Berdasarkan data pada Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah terakhir pada 
Tahun 2013 mencapai angka 57.895.721 unit UMKM.
1
 Peningkatan jumlah 
UMKM tersebut dapat dilihat pada grafik berikut: 
 
Sumber: Badan Pusat Statistik 
Akibat dari peningkatan tersebut, banyak sektor yang menganggap 
bahwa keberadaan UMKM di Indonesia semakin potensial. Salah satu 
sektor yang melirik potensi UMKM adalah sektor Pemerintahan yang 
diusung melalui kebijakan perpajakan. UMKM sendiri sebagaimana yang 
dijelaskan dalam UU UMKM yaitu UU No 20 Tahun 2008 terbagi atas 
                                                          
1
 www.bps.go.id, “Tabel Perkembangan UMKM Pada Periode 1997-2013” diakses pada tanggal 
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beberapa kriteria. Yakni Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah dan 
Usaha Besar dengan penggolongan masing-masing sesuai dengan 
kekayaan dan penjualan yang dihasilkan setiap tahunnya pada masing-
masing kriteria. 
Istilah pajak sudah dikenal sejak zaman kerajaan-kerajaan di 
Indonesia. Dahulu, pajak atau upeti dapat diartikan sebagai pemberian 
secara sukarela dari rakyat kepada rajanya. Selanjutnya, pajak mengalami 
perubahan dan memiliki sifat “wajib”. Ini artinya pajak bukan lagi 
pemberian sukarela, tetapi bergeser menjadi pemberian yang kental unsur 
pemaksaannya. Perubahan arti pajak sebagaimana telah diuraikan, tidak 
berarti adanya perubahan tujuan. Tujuan tetap dalam rangka memelihara 
kepentingan negara, yaitu mempertahankan negara, melindungi rakyat, 
serta melaksanakan pembangunan.
2
 Sesuai yang dijelaskan dalam Undang 
Undang (UU) Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata 
Cara Perpajakan dan telah diubah terakhir pada UU Nomor 16 Tahun 
2009 menerangkan bahwa “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara 
yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 
berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara 
langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat.”3 
                                                          
2
 Nurdin Hidayat dan Dedi Purwana, Perpajakan Teori dan Praktik(Jakarta: Rajawali Pers, 
2017),1 
3
 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 
Pasal 1 Ayat 1 


































 Perpajakan memperhatikan UMKM sebagai salah satu peluang 
yang cukup besar untuk memberikan kontribusinya kepada Negara. 
Pasalnya, UMKM telah tersebar dan sering dijumpai di penjuru wilayah. 
Penyebaran jumlah unit UMKM inilah yang memacu Pemerintah 
memberikan sorotan khususnya dalam bidang perpajakan. Hal tersebut 
diikuti dengan peran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) selaku direktorat 
jenderal yang berada di bawah Kementrian Keuangan Indonesia yang 
memiliki tugas untuk merumuskan serta melaksanakan beberapa hal yang 
terkait dengan kebijakan dan standarisasi di bidang perpajakan
4
, dimana 
selain merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi 
tersebut, DJP juga memiliki tugas untuk men-sosialisasikan hasil rumusan 
kepada masyarakat selaku wajib pajak yang selanjutnya disebut dengan 
kegiatan sosialisasi perpajakan. Sosialisasi perpajakan yang dilakukan 
merupakan bentuk dari usaha awal ter-implementasinya kebijakan dan 
standarisasi yang telah dibuat. 
Sosialisasi dalam hal ini terkait dengan penyampaian informasi 
mengenai perpajakan yang diberikan oleh DJP baik dengan menggunakan 
media cetak maupun media elektronik. Seperti yang telah dijabarkan 
dalam Laporan Kinerja Tahun 2016 DJP mengenai sosialisasi pajak yang 
telah dilakukan antara lain diadakannya edukasi, penyuluhan dan 
pembinaan yang dikemas dalam adanya kelas pajak, penyuluhan Business 
Development Services (BDS) yakni metode penyuluhan terbaru yang 
                                                          
4
 https://id.wikipedia.org/wiki/Direktorat_Jenderal_Pajak diakses pada tanggal 29 Maret 2018 


































mengombinasikan materi pajak dan materi sesuai kebutuhan WP Badan 
khususnya pelaku usaha UMKM,
5
 
Seiring dengan pekembangan dunia perekonomian, DJP 
merumuskan kebijakan baru terkait dengan perhitungan dan pelaporan 
pajak bagi WP OP atau Badan yang memiliki peredaran bruto tertentu. 
Kebijakan tersebut diikuti dengan ketetapan yang dipaparkan dalam 
Peraturan Pemerintahan No 46 Tahun 2013 yang kemudian disebut 
sebagai PP 46. Peredaran bruto tertentu yang dimaksud dalam peraturan 
ini ialah “wajib pajak yang menerima penghasilan dari usaha, tidak 
termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, 
dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar 
delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun pajak.”6 Dalam kebijakan 
ini, seluruh WP baik OP atau Badan yang memiliki peredaran bruto < 4,8 
Miliar dalam setahun dapat menggunakan perhitungan dalam kebijakan 
ini untuk memenuhi kewajiban perpajakan-nya berupa perhitungan dan 
pelaporan yakni dengan tarif 1% dari omzet atau peredaran bruto. 
Kemudahan atas kebijakan ini sesuai dengan pertimbangan PP 46 
Tahun 2013 yakni guna memudahkan para WP khususnya WP Badan 
UMKM yang tidak menyusun laporan keuangan untuk memenuhi 
kewajiban perpajakannya. Kemudahan atas kebijakan yang dibuat selaras 
dengan firman Allah SWT dalam QS. Al – Baqarah ayat 185 : 
 َرُْسعْلا ُمُكِب ُدْيُِري َلََو َرُْسيْلا ُمُِكب ُ هاللّٰ ُدْيُِري .... 
                                                          
5
 Laporan Kinerja (LAKIN) Direktorat Jenderal Pajak 2016,39. 
6
 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013. Pasal 2 ayat 2b. 


































Artinya : “Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak 
menghendaki kesukaran bagimu.”7 
Kondisi yang terjadi saat ini di lapangan bertentangan dengan 
harapan Pemerintah khususnya dalam sektor pajak, alih-alih masyarakat 
berkontribusi, rupanya begitu maraknya ketidaktahuan masyarakat 
sehubungan dengan persoalan perpajakan. Juga mahalnya biaya kepatuhan 
pajak (tax compliance) yang harus ditanggung WP khusus sektor UKM 
dirasa menghambat masyarakat selaku WP dalam memenuhi kewajiban 
perpajakannya. Terbitnya PP 46 tahun 2013 diharapkan dapat memberikan 
jalan keluar terhadap persoalan tersebut.
8
 Kurangnya kontribusi UMKM 
kepada pajak dijelaskan pula oleh Soeprapto yang menjabat sebagai asisten 
Deputi Pembiayaan Non Bank dan Perpajakan Kementrian Koperasi dan 
UKM berkata bahwa “UMKM yang membayar Surat Pemberitahuan (SPT) 
Tahun 2015 berkisar ±397.000 unit dari keseluruhan jumlah UMKM yang 
ada.” 
Perpajakan pada hakikatnya mengatur hubungan antara rakyat 
(Wajib Pajak) dengan negara (pihak pajak). Agar suatu aturan, kebijakan 
atau standarisasi yang telah dibuat oleh DJP secara efektif ter-
implementasi, setiap kebijakan dan standarisasi tersebut harus diberikan 
sanksi bila ternyata suatu aturan dilanggar.
9 
                                                          
7
 https://quran.kemenag.go.id diakses pada tanggal 8 Juli 2018 
8
 Irwan Wisanggeni dan Michell Suharli, Manajemen Perpajakan Taat Pajak Dengan Efisien 
(Jakarta: Mitra Wacana Media,2017),122. 
9
 Soemarso S.R, Perpajakan Pendekatan Komprehensif(Jakarta: Salemba Empat, 2012),145. 


































Sidoarjo merupakan salah satu Kabupaten di provinsi Jawa Timur 
dengan jumlah penduduk yang tercatat per Agustus 2016 sebesar ±2,2juta 
jiwa.
10
 Dari jumlah tersebut, Plt. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 
Kabupaten Sidoarjo Drs. Ec. Tjarda, MM yang dikutip oleh Kominfo 
mengatakan bahwa “ada 206 ribu jumlah UMKM di Sidoarjo. Jumlah 
tersebut menandakan bahwa 9% warga Sidoarjo adalah pengusaha. Negara 
maju adalah negara yang penduduknya 4% adalah pengusaha. Oleh karena 
itu Kabupaten Sidoarjo dapat dikatakan sebagai kabupaten yang 
perekonomiannya maju dengan melihat perbandingan jumlah penduduk 
dengan jumlah pelaku UMKM. Perhatian Pemerintah Kabupaten Sidoarjo 
kepada para pelaku UMKM sangat tinggi.”11 Oleh karena tingginya jumlah 
pelaku UMKM di Sidoarjo seharusnya selaras dengan tingginya kepatuhan 
wajib pajak UMKM Sidoarjo. 
Hana Pratiwi Burhan pada tahun 2015 telah melakukan penelitian 
dengan judul “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, 
Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi Pajak dan Implementasi PP Nomor 46 
tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajiba Pajak Orang Pribadi (Studi 
Empiris Wajib Pajak di Kabupaten Banjarnegara). Hasil pada penelitian 
tersebut menjelaskan bahwa variabel Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan 
Perpajakan, Persepsi Wajib Pajak Tentang PP 46 Tahun 2013 berpengaruh 
positif dan signifikan, sedangkan variabel Persepsi Wajib Pajak Tentang 
                                                          
10
 http://disdukcapil.sidoarjokab.go.id diakses pada tanggal 30 Mei 2018 
11
 http://www.sidoarjokab.go.id/index.php?p=read&id=1080 diakses pada tanggal 9 Mei 2018 
 






































Perbedaan penelitian yang dilakukukan oleh peneliti terdahulu pada 
pengurangan variabel independen. Pada penelitian yang dilakukan oleh 
peneliti tidak menggunakan variabel independen pengetahuan perpajakan. 
Perbedaan berikutnya yakni subjek pada penelitian ini menggunakan Wajib 
Pajak Badan UMKM, sedangkan pada penelitian terdahulu Wajib Pajak 
Orang Pribadi (WPOP). Dan objek yang digunakan pada penelitian ini ialah 
UMKM Kabupaten Sidoarjo, sedangkan objek pada penelitian terdahulu 
ialah KPP Banjarnegara.  
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, 
maka peneliti ingin meneliti mengenai kepatuhan perpajakan khususnya 
kepatuhan WP Badan UMKM yang berada di Sidoarjo. Peneliti mengangkat 
penelitian tersebut dalam skripsi yang berjudul “Pengaruh Sosialisasi Pajak, 
Penerapan PP No 46 Tahun 2013, dan Sanksi Perpajakan Terhadap 






                                                          
12
 Hana Pratiwi Burhan, Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpjakan, Persepsi Wajib 
Pajak Tentang Sanksi Pajak dan Implementasi PP Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan 
Wajib Pajak Orang Pribadi (Skripsi – Universitas Diponegoro, Semarang, 2015) 


































B. Rumusan Masalah 
 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 
rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 
1. Apakah sosialiasi pajak, penerapan PP 46 Tahun 2013 dan sanksi 
perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak 
badan UMKM di Sidoarjo? 
2. Apakah sosialiasi pajak, penerapan PP 46 Tahun 2013 dan sanksi 
perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak 
badan UMKM di Sidoarjo? 
3. Variabel apakah yang paling berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 
pajak badan UMKM di Sidoarjo? 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, maka tujuan 
dalam penelitian ini adalah : 
1. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi pajak, penerapan PP 46 Tahun 
2013 dan sanksi perpajakan secara parsial terhadap kepatuhan wajib 
pajak badan UMKM di Sidoarjo. 
2. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi pajak, penerapan PP 46 Tahun 
2013 dan sanksi perpajakan secara simultan terhadap kepatuhan wajib 
pajak badan UMKM di Sidoarjo. 
3. Untuk mengetahui variabel yang paling mempengaruhi kepatuhan wajib 
pajak badan UMKM di Sidoarjo. 
 


































D. Kegunaan Hasil Penelitian 
Kegunaan hasil dalam penelitian ini adalah : 
1. Kegunaan Teoritis 
Penelitian ini diharapkan mampu menambah kajian ilmu 
pengetahuan khususnya dalam ranah ilmu Perpajakan. Penelitian ini juga 
diharapkan mampu menjadi referensi para peneliti selanjutnya dalam 
melaksanakan penelitiannya. 
2. Kegunaan Praktis 
a) Bagi Pemerintah 
Sebagai bahan evaluasi mengenai sosialisasi yang telah dilakukan 
dan penerapan atas kebijakan yang telah disusun agar para masyarakat 
yang menjadi subyek pajak di Indonesia semakin patuh memenuhi 
kewajiban perpajakannya. 
b) Bagi UMKM 
Sebagai bahan pembelajaran kepada para pelaku UMKM terkait 
penerapan peraturan perpajakan yang telah di khususkan untuk UMKM. 
Dengan harapan agar para pelaku UMKM turut menerapkan dan 
meningkatkan kepatuhan wajib pajak-nya. 
c) Bagi Mahasiswa 
Sebagai bahan serta sumber referensi dalam melaksanakan 
penelitian selanjutnya. Selain itu menambah wawasan mengenai 
perpajakan khususnya dalam hal sosialisasi pajak, PP 46 tahun 2013, 
sanksi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak badan UMKM. 



































A. Landasan Teori 
1. Pajak 
Menurut UU Nomor 16 Tahun 2009 yang merupakan perubahan 
ke-empat atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum 
dan Tata Cara Perpajakan (KUP) bahwa pajak adalah “kontribusi 
wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan 
yang bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan tidak mendapatkan 
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara 
bagai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
1” 
Sedangkan menurut para ahli diantaranya ialah Sommerfeld, 
Anderson dan Brock yang menyatakan bahwa “Tax can be defined 
meaningfully as any non penalty, yet compulsory transfer of 
resources from the private to the public sectro, levied on the basis of 
predetermined criteria and without receipt of specific benefit of equal 
value, in order to accomplish some of nations economics and social 
objectives.” Atau dapat diartikan seperti berikut “Pajak bukan 
merupakan penalti, melainkan pengalihan sumber daya yang bersifat 
wajib dari swasta ke sektor publik. Pajak tersebut dipungut 
berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dan tanpa menerima 
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 UU Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 

































imbalan khusus atau nilai yang sama. Tujuannya adalah untuk 
mencapai beberapa tujuan negara di bidang ekonomi dan sosial.”2 
Berdasarkan pengertian pajak secara ekonomis (pajak sebagai 
pengalihan dana dari sektor privat ke sektor publik) atau pengertian 
yuridis (pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan) dapat disimpulkan 
bahwa ciri-ciri pajak antara lain : 
a. Pajak dipungut oleh Negara baik oleh Pemerintah Pusat 
maupun oleh Pemerintah Daerah berdasarkan undang-undang 
serta aturan pelaksanaannya. 
b. Pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih dana (sumber 
daya) daris ektor swasta ke sektor Negara. 
c. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiyaan 
umum Pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi 
pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan. 
d. Tidak dapat ditunjukkan adanya imbalan individual oleh 
Pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh 
para Wajib Pajak (WP)
3
 
Beberapa teori yang mendukung pemungutan pajak yang 
dijelaskan oleh Diaz Priantara dalam bukunya antara lain, yakni : 
a) Teori Asuransi 
Dalam teori ini, pajak dianalogikan sebagai premi asuransi 
sehingga pajak dianggap sebagai kewajiban rakyat kepada 
                                                          
2
 Prianto Budi, Buku Pintar Pajak(Jakarta: PT Pratama Indomitra Konsultan, 2017),38. 
3
 Diaz Priantara, Perpajakan Indonesia Edisi 2 Revisi(Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013),3. 

































Negara agar Negara dapat menjalankan fungsinya sebagai 
pelindung. Karena salah satu tugas Negara adalah memberikan 
perlindungan kepada rakyatnya atas keselamatan jiwa dan 
hartanya dengan cara menjaga ketertiban dan keamanan. 
b) Teori Kepentingan 
Teori ini menjelaskan bahwa Negara dan rakyatnya saling 
memiliki kepentingan. Rakyat membutuhkan Negara sebagai 
pengayom, pelindung dan pengatur. Dan agar Negara (dalam 
hal ini Pemerintah) dapat menjalankan perannya maka 
diperlukan dana yang kemudian dibebankan kepada rakyatnya 
dan dibagi berdasarkan kepentingan masing-masing orang di 
dalam Negara. 
c) Teori Gaya Pikul 
Maksud teori ini ialah rakyat memberikan sebagian 
kekayaannya dalam bentuk pajak yang dilandaskan pada gaya 
pikul atau kemampuan masing-masing orang. Dengan ukuran 
objektif yang didasarkan pada penghasilan. Oleh karena itu, 
semakin besar penghasilan berarti rakyat tersebut semakin 
mampu memikul beban pajak. 
d) Teori Kewajiban Mutlak atau Teori Bakti 
Teori ini mendasarkan pada paham bahwa karena sifat 
suatu Negara maka dengan sendirinya timbullah hak mutlak 
untuk memungut pajak dan kewajiban rakyat untuk membayar 





































Selain teori terkait pemungutan pajak, pajak juga memiliki fungsi. 
Fungsi pajak terbagi atas 2 macam, yaitu : 
1. Fungsi budgetair (pendanaan) 
Fungsi ini disebut sebagai fungsi utama pajak. Fungsi ini 
ialah fungsi yang letaknya disektor publik publik dan pajak 
merupakan suatu alat atau sumber untuk memasukkan uang 
sebanyak-banyaknya kedalam kas Negara yang pada waktunya 




2. Fungsi regulair (mengatur) 
Fungsi kedua ini juga disbeut sebagai fungsi tambahan 
yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan-
tujua tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan. Beberapa 
contoh dari penerapan pajak sebagai fungsi mengatur yaitu : 
- Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang mewah. 
Semakin mewah suatu barang maka tarif pajaknya 
semakin tinggi. Pengenaan pajak yang tinggi pada 
barang mewah ini dimaksudkan agar rakyat tidak 
berlomba-lomba mengkonsumsi barang mewah atau 






































untuk mengambil kekayaan dari orang yang mampu 
konsumsi barang mewah. 
- Tarif pajak Ekspor yang dikenakan sebesar 0% 
memiliki tujuan untuk mendorong hasil produksi 
barang atau penyerahan jasa ke luar negeri sehingga 
dapat memperbesar cadangan devisa Negara dan 
mendorong investasi dan lapangan kerja di dalam 
negeri (domestik). 
- Kompensasi kerugian yang lebih lama pada sektor 
dan daerah tertentu bertujuan untuk mendorong 




2. Kepatuhan Wajib Pajak UMKM 
Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan 
dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan 
melaksanakan hak perpajakannya. Menurut Safri Nurmantu 
kepatuhan dibagi menjadi 2 macam yakni kepatuhan formal dan 
kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimaan 
Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai 
dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.
7
 Salah satu 
kepatuhan formal dalam hal ini ialah menyampaikan Surat 
Pemberitahuan (SPT) sebelum batas waktu (deadline) yakni 
                                                          
6
 Diaz Priantara, Perpajakan Indonesia Edisi...,4. 
7
 Safri Nurmantu, Pengantar Perpajakan(Jakarta: Granit, 2005),149. 

































selambat-lambatnya 3 bulan sesudah berakhir tahun pajak. Kepatuhan 
yang kedua menurut Safri ialah kepatuhan material. Kepatuhan 
material yang dimaksud ialah suatu keadaan dimana Wajib Pajak 
secara substantif/hakekat memenuhi semua ketentuan material 
perpajakan, dalam hal ini sesuai isi dan jiwa udang-undang 
perpajakan. 
Wajib Pajak sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 
UU KUP 2007 “adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar 
pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak 
dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan.”8 Wajib Pajak sebagaimana telah 
dijelaskan pada UU tersebut merupakan subjek pajak dan ditentukan 
untuk melakukan kewajiban perpajakan oleh UU. Wajib Pajak atau 
yang biasa disingkat sebagai WP meliputi WP Orang Pribadi (WPOP) 
dan WP Badan.  
Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 UU Nomor 6 Tahun 
1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 
2009 tentan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Badan ialah 
sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik 
yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, dalam 
hal ini meliputi : 
 
                                                          
8
 Soemarso S.R, Perpajakan Pendekatan Komprehensif(Jakarta: Salemba Empat, 2012).587 

































1. Perseroan Terbatas (PT) 
2. Perseroan Komanditer 
3. Perseroan Lainnya 
4. Badan Usaha Milik Negaea (BUMN) atau Badan Usaha 









12. Organisasi massa 
13. Organisasi sosial politik; atau 
14. Organisasi lainnya 
15. Lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak 
investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9
 
Dalam kegiatan perpajakan, WP mempunyai hak dan kewajiban. 
Sebagaimana dijelaskan dalam Buku Panduan Hak dan Kewajiban 
Pajak dalam website resminya www.pajak.go.id , Kewajiban WP 
meliputi : 
                                                          
9 https://id.wikipedia.org/wiki/Wajib_pajak diakses pada 12 Juli 2018 

































1. Kewajiban Mendaftarkan Diri : WP mempunyai kewajiban 
untuk mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) 
atau Kantor Pelayanan dan Konsultasi Perpajakan (KP@2KP) 
yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan WP 
untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 
2.  Kewajiban Pembayaran, Pemotongan/Pemungutan, dan 
Pelaporan Pajak : WP dalam melaksanakan kewajiban 
perpajaknnya dengan cara melakukan perhitungan sendiri atas 
penghitungan, pembayaran dan pelaporan pajak-nya 
3. Kewajiban dalam Hal Diperiksa : pemeriksaan dilakuakn oleh 
DJP untuk menguji kepatuhan WP dalam memenuhi kewajiban 
perpajakannya. Pemeriksaan ini dilakukan dalam rangka 
menjalankan fungsi pengawasan terhadap WP yang yang 
bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan WP. 
4. Kewajiban Memberi Data : ketentuan ini diatur pada Pasal 
35A UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang KUP dan Tata Cara 
Perpajakan Sebagaimana Telah Diubah Dengan UU Nomor 16 
Tahun 2009 Dalam rangka pengawasan pengawasan kepatuhan 
pelaksanaan keajiban perpajakan, data dan informasi yag 
berkaitan dengan perpajakan yang bersumber dari instansi 
pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain maka pemberian 
data ini sangat diperlukan oleh DJP. Data yang dimaksud ialah 
data dan informasi (baik orang pribadi atau badan) yang 

































menggambarkan kegiatan atau usaha, peredaran usaha, 
penghasilan dan/atau kekayaan yang bersangkutan, termasuk 
informasi mengenai nasabah debitur, data transaksi keuangan 
dan lalu lintas devisa, kartu kredit, serta laporan keuangan 
dan/atau laporan kegiatan usaha yang disampaikan kepada 
instansi lain di luar DJP.
10
 
Sedangkan Hak Wajib Pajak meliputi : 
1. Hak Atas Kelebihan Pembayaran Pajak 
2. Hak Dalam Hal WP Dilakukan Pemeriksaan 
3. Hak untuk Mengajukan Keberatan, Banding dan 
Peninjauan Kembali 
4. Dan Hak-Hak Wajib Pajak Lainnya  
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (PMK RI) 
Nomor 192/PMK03/2007 Pasal 1 menyebutkan bahwa WP Patuh 
adalah WP yang memenuhi persyaratan sebagai berikut : 
1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT); 
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, 
kecuali tunggakan yang memperoleh izin mengangsur atau 
menunda pembayaran pajak; 
3. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau Lembaga 
pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa 
Pengecualian (WTP) selama 3(tiga) tahun berturut-turut; dan 
                                                          
10
 Buku Panduan Hak dan Kewajiban Wajib Pajak,43. 

































4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang 
perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai 




3. Sosialisasi Pajak 
Dalam meningkatkan kepatuhan WP, peran sosialisasi pajak 
sangat dibutuhkan. Sosialisasi perpajakan merupakan upaya yang 
dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan 
kepada masyarakat selaku wajib pajak agar mengetahui segala hal 
tentang perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan 
melalui metode-metode yang tepat.
12
 
Kegiatan sosialisasi pajak terbagi atas sosialisasi langsung dan 
tidak langsung. Dimana sosialisasi langsung adalah sosialisasi yang 
menghadirkan wajib pajak untuk berinteraksi secara langsung oleh 
wakil Dirjen Pajak dalam menyampaikan sosialisasinya. Sedangkan 
sosialisasi tidak langsung merupakan kegiatan yang menggunakan 
media dan tidak memerlukan interaksi secara langsung dengan WP. 




                                                          
11
 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 192/PMK.03/2007 Pasal 1 
12
 Hana Pratiwi Burhan, Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpjakan, Persepsi Wajib 
Pajak Tentang Sanksi Pajak dan Implementasi PP Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan 
Wajib Pajak Orang Pribadi (Skripsi – Universitas Diponegoro, Semarang, 2015),36. 
13
 Ibid.,37. 

































Sosialisasi pajak yang dilakukan oleh DJP diatur dalam Peraturan 
Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2013 tentang Pedoman 
Penyuluhan Perpajakan. Dalam aturan ini dijelaskan bahwa salah satu 
tugas perpajakan adalah memberikan pembinaan kepada masyarakat 
selaku Wajib Pajak diantaranya melalui penyuluhan perpajakan.
14
 
Penyuluhan sendiri ialah suatu upaya dan proses memberikan 
informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha dan lembaga 
pemerintah maupun non-pemerintah.
15
 Dalam aturan ini juga 
dijelaskan bahwa pelaksanaan penyuluhan perpajakan perlu dilakukan 
secara terstruktur, terarah, terukur dan berkelanjutan demi 
terciptanya penyuluhan perpajakan yang efektif.
16
 
Penyuluhan yang diberikan  bertujuan untuk meningkatkan 
pengetahuan dan keterampilan perpajakan, serta mengubah perilkau 
masyarakat agar semakin paham, sadar dan peduli dalam 
melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.
17
 
Kegiatan pembinaan, edukasi dan penyuluhan yang dijelaskan 
dalam pedoman perpajakan dilaksanakan melalui : 
1. Program triple one secara berkelanjutan dan pelaksanaan kelas 
pajak sebagai media untuk mendorong dan mengajak WP 
memahami dan meiliki keinginan untuk patuh. 
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 PER-03/PJ/2013 tentang Pedoman Penyuluhan Perpajakan 
15
 Ibid., Pasal 1 Ayat 1. 
16
 Ibid., Lembar pertimbangan 
17
 Ibid., Pasal 1 Ayat 2. 

































2. Pelaksanaan penyuluhan melalui konsep Business 
Development Services (BDS) yang menawarkan metode 
penyuluhan yang baru dengan mengombinasikan antara materi 
perpajakan dengan materi yang dibutuhkan oleh para pelaku 
usaha (UMKM) dalam pengembangan usaha. 
3. Sebagai sosialisasi awal, WP yang baru terdaftar diberikan 
informasi mengenai hak dan kewajiban perpajakan secara 
singkat melalui program intim (informasi tiga menit) yang 
dilakukan oleh front desk. 
4. Penyampaian Surat Imbauan pemenuhan kewajiban 
perpajakan. 
5. Pemanfaatan SMS Blast.18 
4. Penerapan PP No 46 Tahun 2013 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 
tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima 
atau Diperoleh WP yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu atau 
biasa disebut PP No 46 Tahun 2013. Peraturan ini bertujuan untuk 
memberikan kemudahan kepada WP orang pribadi atau badan yang 
memiliki peredaran bruto tertentu dalam melaksanakan kewajiban 
pajaknya.
19
 Selain itu, peraturan ini juga bermaksud untuk 
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 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak (LAKIN DJP) 2016, 40. 
19
 Fatmawati, Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No 46 Tahun 2013 dan Implementasi 
Self Assessment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Persepsi Wajib Pajak Sebagai 
Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Pelaku UMKM Kerajinan Gerabah Kasongan), (Skripsi – 
Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, 2015),20. 

































memberikan kemudahan dan penyederhanaan atas aturan perpajakan, 
sebagai bahan untuk mengedukasi masyarakat untuk tertib 
administrasi dan tranparansi dan memberikan kesempatan bagi 




Terkait dengan peran dan fungsi pajak, maka hasil yang 
diharapkan dari kebijakan pajak atas UMKM tersebut antara lain : 
1. Dalam jangka pendek, akan menambah jumlah WP yang 
melaksanakan kewajiban perpajakan, baik dengan terdaftar 
sebagai WP maupun yang membayar pajak (hal ini nantinya 
diharapkan akan membuat tax coverage melebar) 




Sebagai suatu kebijakan pajak, seyogianya tentulah memberikan 
keuntungan bagi pihak-pihak terkait. Pihak-pihak yang dimaksud 
ialah Pemerintah sebagai pemungut dan pengelola pajak dalam kas 
negara. Dan masyarakat sebagai pembayar pajak. Beberapa 
keuntungan bagi masing-masing pihak antara lain : 
1. Keuntungan bagi Masyarakat yang termasuk dalam WP 
dengan kategori Peredaran Bruto tertentu, yakni : 
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a. Mudah dan praktis dalam melaksanakan kewajiban 
perpajakannya 
b. Rendah dalam hal besaran atau jumlah pembayaran pajak, 
dengan tarif sebesar 1% ( satu persen). 
c. Ada kepastian atas pembayaran pajak yang dilakukan 
d. Ada ketenangan dan kenyamanan (convenience) bagi 
masyarakat atau WP, karena telah melaksanakan 
kewajiban pembayaran pajak kepada negara. 
2. Keuntungan bagi Pemerintah, antara lain : 
a. Berjalannya fungsi regulerend pajak bagi masyarakat 
b. Makin banyaknya masyarakat yang akan berkontribusi 
secara aktif dalam membayar pajak (yang akan 
meningkatkan coverage ratio), karena mudah dilaksanakan 
dan tarifnya yang rendah 
c. Meningkatnya kepatuhan masyarakat dalam perpajakan 




Pasal 2 PP 46 Tahun 2013 ini menyebutkan kriteria yang menjadi 
objek pajak peraturan ini, yakni sebagai berikut : 
1. Atas penghasilan dari suaha yang diterima atau diperoleh WP 
yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai Pajak 
Penghasilan bersifat final. 
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 Ibid. 

































2. WP yang memiliki peredaran bruto tertentu sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) adalah WP yang memenuhi kriteria 
sebagai berikut : 
a) WP orang pribadi atau WP badan tidak termasuk badan 
usaha tetap (BUT); dan 
b) Menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk 
penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, 
dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000 
(empat miliar delapan ratus jura rupiah) dalam 1 (satu) 
Tahun Pajak 
3. Tidak termasuk WP orang pribadi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) adalah WP orang pribadi yang melakukan kegiatan 
usaha perdagangan dan/atau jasa yang dalam usahanya : 
a) Menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar 
pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap; dan 
b) Menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk 
kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat 
usaha atau berjualan 
4. Tidak termasuk WP badan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) adalah : 
a) WP badan yang belum beroperasi secara komersial; atau 
b) WP badan yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah 
beroperasi secara komersial memperoleh peredara bruto 





































Subjek dalam PP Nomor 46 Tahun 2013 ini berupa WP Pribadi 
dan WP Badan tetapi tidak termasuk dalam bentuk usaha tetap 
(BUT) dan keduanya harus merupakan pelaku usaha yang menerima 
penghasilan bruto tak lebih dari Rp 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak. 




1. Pengusaha UMKM yang dikenakan PPh final tidak termasuk 
orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas seperti : 
a) Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas terdiri dari 
pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, 
penilai dan aktuaris. 
b) Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang 
film, bitang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, 
foot model, peragawan, pemain drama dan penari. 
c) Olahragawan 
d) Penasehat, peneliti dan penerjemah. 
e) Perantara 
f) Petugas penjaja barang dagangan 
g) Agen Asuransi 
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 Fatmawati, Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak...,9. 
24
 Irwan Wisanggeni dan Michell Suharli, Manajemen Perpajakan Taat Pajak Dengan 
Efisien(Jakarta: Mitra Wacana Media, 2017),123. 

































h) Distributor perusahaan pemasaran berjenjang (multilevel 
marketing) atau penjualan langsung (dircet selling) dan 
kegiatan sejenisnya. 
i) menyebutkan bahwa peraturan ini Penerapan PP No 46 
Tahun 2013 ini juga salah satu media Dirjen Pajak untuk 
melakukan pemungutan kepada masyarakat khususnya 
kepada WP dengan kriteria tertentu. 
3. WP yang sudah dikenakan PPh final berdasarkan ketentuan 
yang lain juga dikecualikan dari PPh UMKM, WP yang 
dimaksud meliputi : 
a) Pengusaha yang melakukan transaksi pengalihan harta 
berupa tanah dan/atau bangunan. 
b) Pengusaha yang bergerak di bidang jasa konstruksi 
c) Pengusaha real estate 




4. Pengusaha orang pribadi yang melakukan usaha perdagangan 
dan jasa yang dalam usahanya menggunakan sarana atau 
prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap, 
menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan 
umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau 

































berjualan, misalnya pedagang kaki lima, warung tenda trotoar, 
dan pedangan asongan. 
5. WP Badan yang belum beroperasi secara komersial atau WP 
badan yang dalam jangka waktu 1 tahun setelah beroperasi 
secara komersial dan memperoleh peredaran bruto melebihi Rp 
4,8 miliar. 
Agar tujuan pemungutan pajak dapat tercapai, maka pemilihan 
alternaftif pemungutan pajak harus dengan memegang teguh asas-
asas pemungutan pajak. Asas pemungutan pajak oleh Negara menurut 
Adam Smith dirumuskan ke dalam empat pilar. Ke-empat pilar ini 




a) Persamaan (Equality) : menurut Smith, subjek pajak di setiap 
negara harus berkontribusi mendukung pemerintah sesuai 
dengan kemampuan masing-masing yaitu sebanding dengan 
pendapatan yang mereka nikmati di bawah perlindungan 
negara. Pemungutan pajak harus bersifat final, adil dan merata. 
Oleh karena itu, pajak dikenakan sebanding dengan 
kemampuan membayar pajak sesuai dengan manfaat yang 
diterima. Juga adil yang berarti bahwa setiap wajib pajak 
menyumbangkan uang untuk pengeluaran pemerintah 
sebanding dengan kepentingan dan manfaatnya. 
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b) Kepastian (Certainly) : asas yang kedua ini bermakna bahwa 
penetapan pajak tidak ditentukan secara sewenang-wenang. 
Oleh karena itu, WP harus mengetahui secara jelas juga pasti 
mengenai pajak yang harus dibayar (pajak terutang), kapan 
harus dibayar serta batas waktu pembayaran. 
c) Kenyamanan Pembayaran (Convenience of payment) : 
pembayaran pajak sebaiknya didasarkan pada saat-saat yang 
tidak menyulitkan WP, sebagai contoh saat WP tersebut 
memperoleh penghasilan. Dalam asas ini menjelaskan bahwa 
setiap pajak harus dipungut pada saat yang kemungkinan 
orang menjadi nyaman membayarnya. 
d) Efisiensi : pilar yang ke-empat dari asas ini ialah pemungutan 
dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi WP diharapkan 
seminimal mungkin, begitu pula beban yang dipikul WP. 
Sehingga pajak seharusnya dibuat untuk mengambil dana dari 
kantong rakyat dan menggunakannya sesedikit mungkin dan 
menjaga agar tidak melebihi dari pungutan yang telah 
dimasukkan ke kas Negara.
26
 
5. Sanksi Pajak 
Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan 
kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau UU 
merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu 
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mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak 




Sanksi terhadap Wajib Pajak dalam UU KUP dapat dibedakan 
menjadi sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi 
terdiri atas : 
1. Sanksi bunga, 
2. Sanksi denda 
3. Sanksi kenaikan 
Sementara itu, sanksi pidana dapat dibedakan menjadi sanksi 
pidana karena alpa, sengaja dan sanksi karena melakukan percobaan 
tindak pidana.
28
 Sanksi pidana ini terbagi jenisnya menjadi : 
1. Sanksi penjara 
2. Sanksi kurungan29  
6. UMKM 
Berdasarkan UU No 20 Tahun 2008 pasal 6 yang mengatur 
tentang UMKM dijelaskan bahwa UMKM terbagi atas beberapa 
kriteria. Kriteria UMKM ini dirangkum dan disesuaikan dengan 
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1. Usaha Mikro Usaha produktif milik orang 
perorangan dan/atau badan 
usaha perorangan yang 
memenuhi kriteria Usaha 
Mikro sebagaimana diatur 
dalam UU UMKM 
a. Memiliki 
kekayaan bersih 
paling banyak Rp 
50 juta tidak 
termasuk tanah 
dan bangunan 
tempat usaha; atau 
b. Memiliki hasil 
penjualan tahunan 
paling banyak Rp 
300 juta 
2. Usaha Kecil Usaha ekonomi produktif 
yang beridri sendiri, yang 
dilakukan oleh orang 
perorangan atau badan usaha 
yang bukan merupakan anak 
perusahaan atau bukan 
cabang perusahaan yang 
dimiliki, dikuasai, atau 
menjadi bagian baik 
langsung maupun tidak 
a. Memiliki 
kekayaan bersih 
lebih dari Rp 50 
juta s.d paling 




tempat usaha; atau 
b. Memiki hasil 





































langsung dari Usaha 
Menengah atau Usaha Besar 
yang memenuhi kriteria 
Usaha Kecil sebagaimana 
dimksud dalam UU UMKM. 
penjualan tahunan 
lebih dari Rp 300 
juta s.d paling 
banyak Rp 2,5 
milyar 
3.  Usaha 
Menengah 
Usaha ekonomi produktif 
yang berdiri sendiri, yang 
dilakukan oleh orang 
perorangan atau badan usaha 
yang bukan merupakan anak 
perusahaan atau cabang 
perusahaan yang dimiliki, 
dikuasai, atau menjadi 
bagian baik langsung 
maupun tidak langsung 
dengan Usaha Kecil atau 
Usaha Besar dengan jumlah 
kekayaan bersih atau hasil 
penjualan tahunan 






































B. Penelitian Terdahulu Yang Relevan 
Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang digunakan dalam 
penelitian ini sebagai dasar acuan dan referensi. Poin-poin dalam 
penelitian tersebut dirangkum sebagai berikut : 
1. Hana Pratiwi Burhan (2015) 
Penelitian terdahulu ini berjudul “Pengaruh Sosialisasi 
Perpajakan, Pengetahuan Perpjakan, Persepsi Wajib Pajak 
Tentang Sanksi Pajak dan Implementasi PP Nomor 46 Tahun 
2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi” yang 
dilakukan dengan studi empiris Wajib Pajak di Kabupaten 
Banjarnegara. Tujuan dalam penelitian milik Hana ini adalah 
untuk menganalisis pengaruh masing-masing variabel 
independen terhadap variabel dependen. Sampel yang 
digunakan sebanyak 100 Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) 
yang berada di Kabupaten Banjarnegara. Hasil dalam 
penelitian ini menjelaskan bahwa Sosialisasi Perpajakan, 
Pengetahuan Perpajakan dan Implementasi PP Nomor 46 
Tahun 2013 berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
kepatuhan WPOP. Sedangkan persepsi wajib pajak tentang 
sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP. 
Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan 
oleh Hana adalah variabel independen dan obyek yang 
digunakan. Dimana dalam penelitian ini variabel independen 

































yang digunakan adalah Sosialisasi pajak, Penerapan PP Nomor 
46 Tahun 2013 dan Sanksi Pajak. Perbedaannya, penelitian ini 
tidak menggunakan variabel independen Pengetahuan 
Perpajakan dan obyek yang digunakan merupakan Wajib Pajak 
Badan UMKM. Sedangkan obyek penelitian dalam penelitian 
Hana adalah Wajib Pajak Orang Pribadi.
31
 
2. Zaen Zulhaj Imaniati (2016) 
Penelitian Zaen Zulhaj yang dilakukan pada tahun 2016 ini 
berjudul “Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan 
PP No 46 Tahun 2013, Pemahaman Perpajakan, Dan Sanksi 
Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota 
Yogyakarta.” Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis 
pengaruh masing-masing variabel independen yakni persepsi 
pajak tentang penerapan PP No 46 Tahun 2013, pemahaman 
perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap variabel dependen 
berupa kepatuhan wajib pajak UMKM baik secara simultan 
ataupun parsial. Obyek dalam penelitian yang dilakukan oleh 
Zaen ialah wajib pajak UMKM di kota Yogyakarta dengan 
jumlah 95 WP UMKM yang digunakan sebagai sample 
penelitian. 95 sample WP UMKM ini meliputi UMKM 
dengan kriteria pengusaha pembuatan Bakpia Pathuk, usaha 
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kerajinan batik, industri perak, penjual bunga dan penjual 
buku. Penelitian ini meyatakan bahwa masing-masing variabel 
independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
kepatuhan wajib pajak UMKM di Yogyakarta baik secara 
parsial maupun simultan. Pernyataan ini didukung oleh hasil t 
hitung pada variabel penerapan PP 46 lebih besar dari t tabel 
yakni sebesar 3,071 > 1,66123. Kemudian pada variabel 
pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan dengan t hitung 
masing-masing sebesar 5,894 dan 3,746. Diikuti dengan nilai 
F hitung untuk uji simultan yang menunjukkan angka 12,761 
di signifikansi 0,000 < 5%. 
Persamaan dalam penelitian yang dilakukan oleh Zaen 
dengan penelitian ini adalah 2 variabel independen yang sama 
yakni penerapan PP 46 dan sanksi perpajakan dengan variabel 
dependen berupa kepatuhan WP UMKM. Sedangkan 
perbedaan-nya nampak pada lokasi penelitian yang digunakan 
yakni Yogyakarta dan Sidoarjo. Dengan salah satu variabel 
independen dalam penelitian Zaen yang tidak digunakan 
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3. Songsong Kenconowati (2015) 
Penelitian terdahulu yang relevan ke-3 yaitu penelitian 
yang dilakukan oleh Songsong Kenconowati di Surabaya. 
Penelitian yang dilakukan pada tahun 2015 ini berjudul 
“Pengaruh Pelayanan Pajak, Sanksi Perpajakan dan 
Kemudahan PP No 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan 
Wajib Pajak di KPP Pratama Rungkut Surabaya.” Tujuan 
dalam penelitian ini yakni untuk mengetahui apakah persepsi 
wajib pajak terhadap pelayanan pajak, sanksi perpajakan dan 
kemudahan PP No 46 Tahun 2013 dapat meningkatkan 
kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak. Obyek yang 
digunakan dalam penelitian Songsong adalah 96 WP dengan 
kriteria subjek pajak terdaftar dan efektif sebagai subjek pajak 
PP No 46 Tahun 2013 di KPP Rungkut Surabaya. Hasil dalam 
penelitian ini menunjukkan bahwa 1 dari 3 variabel 
independen berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib 
pajak. Sedangkan sisanya tidak berpengaruh signifikan. 
Variabel indpenden yang berpengaruh secara signifikan ialah 
pelayanan pajak. Kemudian sanksi perpajakan dan kemudahan 
PP No 46 Tahun 2013 merupakan variabel indpenden yang 
tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib 
pajak. 

































Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang telah 
dilakukan oleh Songsong adalah penggunaan variabel 
independen yakni Sanksi Perpajakan dan PP No 46 Tahun 
2013, persamaan berikutnya ialah variabel dependen yang 
digunakan beupai kepatuhan wajib pajak. Perbedaanya, 
penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti tidak 
menggunakan variabel independen pelayanan pajak dan lokasi 




4. Vina Rosella (2015) 
Penelitian Vina Rosella yang dilakukan pada tahun 2015 
berjudul “Pengaruh Persepsi Atas PP Nomor 46 Tahun 2013 
Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui pengaruh persepsi atas PP Nomor 46 Tahun 
2013 yang terdiri dari persepsi keadilan pajak, persepsi 
kemudahan perpajakan terkait PP Nomor 46 Tahun 2013 dan 
persepsi kesederhanaan perpajakannya. Sampel yang diambil 
dalam penelitian ini menggunakan Metode Purposive 
Sampling dan didapatkan sebanyak 66 responden. Responden 
yang digunakan dalam sampel ialah Wajib Pajak Orang Pribadi 
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(WPOP) yang terkena Pajak Penghasilan (PPh) Final 1% di 
area Surabaya-Sidoarjo. 
Hasil dalam penelitian ini menerangkan bahwa 2 variabel 
berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Variabel 
yang dimaksud ialah persepsi keadilan dan persepsi 
kemudahan. Sedangkan 1 variabel yakni variabel persepsi 
kesederhanaan tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan 
WP. 
Persamaan penelitian Vina dengan penelitian ini ialah 
variabel dependen yang digunakan sama-sama mengenai 
kepatuhan wajib pajak. Hanya saja, dalam penelitian Vina 
yang digunakan ialah Wajib Pajak Orang Pribadi, sedangkan 




5. Kamaruddin, Marisa Sutanti dan Rima Suprapti (2017) 
Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kamaruddin, 
Marisa dan Rima Suprapti ini memiliki judul “Analisis 
Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan 
Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumbawa 
Besar Tahun 2011-2016”. Penelitian ini menggunakan analisa 
data dengan mengambil data sekunder berupa jumlah kegiatan 
sosialisasi perpajakan dan jumlah penerimaan SPT Tahunan 
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selama tahun 2012 hingga tahun 2016. Tujuannya ialah ingin 
mengetahui hubungan antara sosialisasi perpajakan terhadap 
tingkat kepatuhan waji pajak di KPP Sumbawa Besar. 
Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa variabel 
sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap variabel dependen tingkat kepatuhan WP. Hal ini 
dibuktikan dengan hasil nilai R square (R2) sebesar 0,947 atau 
berarti besar presentasi yang memepengaruhi variabel Y 
adalah sebesar 94,7%. 
Persamaan penelitian Kamarudiin dan rekan-rekannya 
dengan penelitian yang akan dilakukan ini adalah terletak 
pada variabel independen dan variabel dependen. Yakni 
Sosialisasi pajak sebagai variabel independen penelitian ini 
dan Kepatuhan WP sebagai variabel dependen. Sedagkan 
perbedaannya ialah objek yang digunakan KPP Sumbawa 
Besar dengan UMKM Sidoarjo. Selain itu,  perolehan data 
pada penelitian Kamaruddin dan rekan menggunakan data 
sekunder pada KPP terkait, sedangkan dalam penelitian ini 
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C. Kerangka Konseptual 
Kerangka konseptual yang dibangun dalam penelitian 











 Gambar diatas menerangkan masing-masing variabel X yang 
terdiri atas Sosialisasi Pajak (X1), Penerapan PP No 46 Tahun 2013 (X2) 
dan Sanksi Perpajakan (X3) dengan variabel Y yaitu Kepatuhan Wajib 
Pajak Badan UMKM (Y). Dengan pengaruh yang dijelaskan dalam garis 
penuh ( - ) secara masing-masing atau parsial dan garis putus-putus (- - ) 
secara bersama-sama atau simultan. 
D. Hipotesis 
Berdasarkan latar belakang dan kerangka konseptual yang telah 
dijabarkan di atas, maka peneliti mengangkat hipotesis sebagai berikut : 
H01   :  Sosialisasi Pajak (X1) diduga tidak memiliki pengaruh 
secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan UMKM (Y). 














































Ha1 : Sosialisasi Pajak (X1) diduga memiliki pengaruh secara parsial 
terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan UMKM (Y). 
H02 :  Penerapan PP No 46 Tahun 2013 (X2) diduga tidak memiliki 
pengaruh secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan 
UMKM (Y). 
Ha2 : Penerapan PP No 46 Tahun 2013 (X2) diduga memiliki pengaruh 
secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan UMKM (Y). 
H03 : Sanksi Perpajakan (X3) diduga tidak memiliki pengaruh secara 
parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan UMKM (Y). 
Ha3 : Sanksi Perpajakan (X3) diduga memiliki pengaruh secara parsial 
terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan UMKM (Y). 
H04 : Sosialisasi Pajak (X1), Penerapan PP No 46 Tahun 2013 (X2) dan 
Sanksi Perpajakan (X #3) diduga tidak memiliki pengaruh secara 
simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan UMKM (Y). 
Ha4 : Sosialisasi Pajak (X1), Penerapan PP No 46 Tahun 2013 (X2) dan 
Sanksi Perpajakan (X#3) diduga memiliki pengaruh secara simultan 
terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan UMKM (Y). 





































A. Jenis Penelitian 
Penelitian ini menggunakan penelitian dengan jenis analisis 
Kuantitatif. Dimana dalam analisis ini menggunakan alat analisis yang 
bersifat kuantitatif dengan hasil analisis yang nantinya disajikan dalam 




Dalam penelitian ini akan menganalisis pengaruh variabel X 
terhadap variabel Y. Dalam hal ini variabel X meliputi Sosialisasi Pajak 
(X1), Penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 (X2) dan Sanksi Perpajakan 
(X3) atas variabel Y yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Badan UMKM (Y). 
B. Waktu dan Tempat Penelitian 
Waktu penelitian ini dilakukan selama bulan September – 
Desember 2018. Tempat penelitian bertempat di pelaku UMKM Sidoarjo 
yang telah dikelompokkan sesuai sektor usaha pada Dinas Koperasi dan 
UMKM Provinsi Jawa Timur (Kabupaten Sidoarjo). 
C. Populasi dan Sampel Penelitian 
1. Populasi 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh UMKM di Sidoarjo 
yang terdaftar dalam web resmi diskopukm.jatimprov.go.id dan 
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tercatat sebanyak 171.264 unit UMKM yang terbagi atas beberapa 




Jumlah UMKM Menurut Sektor Usaha di Sidoarjo 
 
No Sektor Usaha Jumlah (unit) 
1. Pertanian 34.395 
2. Pertambangan & Penggalian 4 
3. Industri Olahan 9.008 
4. Konstruksi 795 
5. Perdagangan Hotel dan Restoran 96.149 
6. Transportasi 5.096 
7. Keuangan 278 
8. Jasa-jasa 25.539 
 Total 171.264 
Sumber : http://diskopukm.jatimprov.go.id (diolah) 
2. Sampel 
Sampel dalam penelitian ini diambil menggunakan Teknik 
Nonprobability Sampling Nonrandom Sampling atau Sampel Tidak 
Acak dengan jenis Purposive Sampling yakni sampel yang diambil 
karena peneliti menganggap bahwa sesuatu tersebut memiliki 
informasi atau karakteristik yang sesuai dengan keperluan penelitian.
3
 
Banyaknya sampling yang diambil dihitung menggunakan rumus 
Slovin dengan tingkat margin of error 10% atau sebesar 0,1. Hasil 
sampel yang diperoleh dalam perhitungan slovin ditunjukkan dan 
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Keterangan : n = jumlah sampel 
   N = populasi 
   e  = margin of error 
Perhitungan : n = 171.264 / (1 + (171.264 x 0,1
2
)) 
   n = 171.264 / (1 + 1.712,64) 
   n = 171.264 / 1.713,64 
   n = 99,9416 dibulatkan menjadi 100 
Maka sampel yang digunakan dalam penelitian ini dengan margin 
of error  0,1 dan dihitung menggunakan perhitungan slovin dengan jumlah 
yang dibulatkan adalah sebanyak 100 sampel. 
D. Variabel Penelitian 
Variabel dalam penelitian ini terbagi atas : 
1. Variabel Dependen (Y) 
Variabel ini juga disebut sebagai variabel terikat. Dalam 
penelitian ini variabel Kepatuhan Wajib Pajak Badan UMKM 
(Y) adalah variabel terikat. 
2. Variabel Independen (X) 
Variabel independen juga disebut sebagai variabel bebas. 
Dalam penelitian ini variabel bebas melipuri Sosialisasi 






































E. Definisi Operasional 
1. Variabel Dependen (Variabel Terikat) 
Kepatuhan Wajib Pajak Badan UMKM diartikan sebagai suatu 
kondisi dimana WP telah melaksanakan hak dan kewajiban 
perpajakannya. Hak dan kewajiban perpajakan yang dimaksud 
meliputi mendaftarkan dirinya, menghitung, membayar dan 
melaporkan pajaknya secara benar dan tepat waktu, tidak memiliki 
tunggakan pajak di seluruh jenis pajak dan memberikan datanya saat 
diperiksa. 
2. Variabel Independen (Variabel Bebas) 
a) Sosialisasi Pajak 
Sosialisasi pajak perlu dilakukan agar kebijakan dan 
peraturan perpajakan dapat dijalankan oleh masyarakat selaku WP. 
Sosialisasi yang diberikan oleh DJP ini harus tepat sasaran agar 
tujuan dari sosialisasi yang dilakukan tercapai. 
Sosialisasi yang diberikan DJP kepada masyarakat selaku 
WP perlu memperhatikan bagaimana cara, frekuensi sosialisasi, 
kejelasan suatu sosialisasi dan pengetahuan pajak yang diberikan 
saat sosialisasi dapat dirasakan oleh penerima sosialisasi yakni 
WP. 
b) Penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 
Peraturan ini disusun dalam rangka untuk memberikan 
kemudahan dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakan oleh 


































WP sebagai pihak yang dipungut oleh Negara. Atas kemudahan 
peraturan ini yang memiliki tarif sebesar 1% diharapkan mampu 
memberikan rasa mudah, adil, aman, pasti dan efisien kepada WP 
selaku yang menjalankan kebijakan peraturan ini.Khususnya dalam 
penelitian ini WP yang dimaksud untuk melaksanakan kewajiban 
perpajakannya ialah WP Badan UMKM. 
c) Sanksi Perpajakan 
Sanksi disusun agar peraturan yang telah dibuat tidak 
dilanggar. Sanksi dalam pajak terbagi atas sanksi pidana dan 
sanksi administrasi. Keduanya memiliki porsi sanksi sesuai dengan 
pelanggaran yang dilakukan oleh WP. 
Berdasarkan definisi operasional dan teori yang dijelaskan 
sebelumnya, maka indikator-indikator pada masing-masing 
variabel yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah : 
Tabel 3.2 
Indikator Variabel Penelitian 







Suatu kondisi dimana 
WP melaksanakan hak 
dan kewajiban 
perpajakannya. 
(Buku Panduan Hak 
dan Kewajiban Wajib 










































Variabel Definisi Operasional Indikator 
Skala 
Pengukuran 
Pajak) 3) Tidak mempunyai 
tunggakan pajak 
4) Memberikan data 
saat diperiksa 
(Buku Panduan Hak dan 





sosialisasi oleh DJP 






1) Tatacara sosialisasi 
2) Frekuensi sosialisasi 
3) Kejelasan sosialisasi 










Tujuan peraturan yang 
diharapkan mampu 
memberikan rasa 
mudah, adil, aman, 
pasti dan terasa efisien 







(Prianto Budi, 2017) 
Skala 
Likert 1-5 


































Variabel Definisi Operasional Indikator 
Skala 
Pengukuran 




disusun agar suatu 
peraturan tidak 




(Hana Pratiwi Burhan, 
2015) 
1) Sanksi pidana 
2) Sanksi administrasi 
3) Sanksi pajak dapat 
dinegosiasi 
4) Sanksi pajak 
mendidik ketaatan 
WP 





F. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 
1. Uji Validitas 
Validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat 
mengukur apa yang ingin diukur.
4
 Dalam uji ini kuisioner yang 
disusun harus mengukur apa yang ingin dikur. Alat ukur tersebut 
dapat dikatakan valid jika rhitung > rtabel dengan α (alpha cronbach) 
sebesar 0,05. Uji validitas dalam penelitian ini diukur menggunakan 
bantuan program komputer IBM SPSS Statistics 24. 
2. Uji Reliabilitas 
                                                          
4
 Husein Umar. Metode Riset Bisnis Panduan Mahasiswa untuk Melakukan Riset Dilengkapi 
Contoh Proposal dan Hasil Riset Bidang Manajemen dan Akuntansi. 2003. Jakarta: PT Gramedia 
Pustaka Utama. 103. 


































Uji reliabilitas diukur dan diuji jika alat ukur telah dinyatakan 
valid atau telah diuji ke-validitasannya. Realibilitas merupakan suatu 
nilai yang menunjukkan konsistensi suatu alat pengukur di dalam 
mengukur gejala yang sama. Setiap alat pengkukur yang diukur harus 
memiliki kemampuan untuk memberikan hasil pengukuran yang 
konsisten.
5
 Konsistensi suatu alat ukur  dapat diukur dengan 
menggunakan koefisien Alpha Cronbach (α ) dimana kuisioner 
dikatakan reliabel jika nilai koefisien alpha (α) pada alat ukur 
tersebut lebih besar dari 0,6 (α > 0,6). Uji reliabilitas dalam penelitian 
ini menggunakan bantuan program komputer IBM SPSS Statistics 
24. 
G. Data dan Sumber Data 
1. Data 
Data dalam penelitian ini berupa angka yang nantinya dapat 
diukur hasilnya. Angka-angka tersebut diperoleh dari pengisian 
kuisioner oleh responden. 
2. Sumber Data 
Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dalam bentuk dalam 
data primer dan data sekunder. 
a) Data Primer 
Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari 
para pelaku UMKM dari berbagai sektor usaha di Sidoarjo 
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 Ibid.,113 


































yang menjadi  responden dengan melakukan pengisian 
kuisioner. 
b) Data Sekunder 
Data sekunder merupakan data yang informasinya 
diperoleh dalam bentuk dokumen dan sudah ada sebelumnya. 
Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah data pelaku 
UMKM Sidoarjo yang diperoleh dari Dinas Koperasi dan 
UMKM Provinsi Jawa Timur Kabupaten Sidoarjo. 
H. Teknik Pengumpulan Data 
Pengumpulan data dalam penelitian ini dihimpun dari hasil 
pengisian kuisioner/angket oleh responden di lapangan yang sebelumnya 
telah diberikan oleh peneliti. Dimana dalam kuisioner/angket yang akan 
diisi oleh responden tersebut berisi mengenai beberapa informasi yang 
dibutuhkan dan dirumuskan sedemikian rupa dalam penelitian ini oleh 
peneliti. 
Jenis kuisioner yang digunakan peneliti ialah kuisioner tertutup 
dimana dalam kuisioner tersebut alternatif jawaban sudah ditentukan 




I. Teknik Analisis Data 
Analisis data dalam penelitian ini dibantu dengan aplikasi 
komputer berupa IBM SPSS Statistics 24. Dimana selanjutnya dengan 
                                                          
6
 Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan(PT Fajar 
Interpratama Mandiri, 2014)202 


































bantuan aplikasi tersebut peneliti menguji data menggunakan alat analisis 
sebagai berikut : 
1. Uji Asumsi Klasik 
a) Uji Normalitas Data 
Uji normalitas data memiliki tujuan untuk 
mengetahui apakah distribusi sebuah data mengikuti atau 
mendekati distribusi normal.
7
 Data yang berdistribusi 
normal memiliki nilai signifikan > 0,05. Hal ini dapat 




b) Uji Multikolinieritas 
Multikolinearitas dapat terjadi pada model regresi 
dengan lebih dari satu variabel independen (regresi 
berganda) dimana hal ini dapat disebabkan oleh adanya 
korelasi yang kuat antar-variabel independen. Model yang 
baik seharusnya tidak mengalami multikolinearitas.
9
 
Cara yang akurat untuk mendeteksi ada atau 
tidaknya gejala multikolinearit as adalah dengan 
menggunakan metode Tolerance dan VIF (Variance 
                                                          
7
 Singgih Santoso, Statistik Multivariat dengan SPSS, (Jakarta: PT Elex Media 
Komputindo,2017),42. 
8
 Nia Sari dan Ratna Wardani, Pengolahan dan Analisis Data Statistika dengan 
SPSS(Yogyakarta: Deepublish, 2015),47. 
9
 Nawari, Analisis Regresi,Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010),233 


































Inflation Factor). Dengan dasar pengambilan uji sebagai 
berikut : 
- Jika nilai Tolerance lebih besar dari > 0,10 
maka artinya Tidak terjadi Multikolinearitas. 
- Jika nilai VIF lebih kecil dari < 10,00 maka 
artinya Tidak terjadi Multikolinearitas. 
c) Uji Heteroskedastitas 
Uji ini digunakan untuk melihat apakah terdapat 
ketidaksamaan varian dari residual satu ke pengamatan-
pengamatan yang lain. Secara statistik, jika suatu kasus 




Uji statistik yang digunakan dalam penelitian ini 
guna untuk menentukan apakah suatu model terbebas dari 
heteroskedastisitas atau tidak adalah dengan 
menggunakan Uji Glejser. Dimana jika nilai signifikan 
yang diperoleh lebih besar dari > 0,05 maka dinyatakan 
tidak terjadi heteroskedastisitas. 
2. Analisis Regresi Linier Berganda 
Analisis regresi berganda digunakan jika dalam suatu 
penelitian terdapat 2 (dua) atau lebih variabel independen atau 
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 Yeri Sutopo dan Achmad Slamet, Statistika Inferensial(Yogyakarta: ANDI (Anggota IKAPI), 
2017),114. 


































variabel bebas. Dalam penelitian ini analisis regresi berganda 
menggunakan rumus persamaan sebagai berikut: 
Y=a+b1X1+b2X2+b3X3 
Dimana : 
Y = Kepatuhan Wajib Pajak Badan UMKM 
a = Konstanta 
b1,2,3 = Koefisien regresi variabel independen 
(X1,2,3) 
X1 = Sosialisasi Pajak 
X2 = Penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 
X3 = Sanksi Perpajakan 
a) Uji Koefisien Regresi Parsial (Uji t) 
Uji parsial (uji t) ini digunakan untuk 
mengetahui kebenaran hipotesis yang sebelumnya 
telah dibuat. Hipotesis yang dimaksud merupakan 
hipotesis antar masing-masing variabel independen 
terhadap variabel dependen (sendiri-sendiri). 
Penerimaan atau penolakan atas hipotesis tersebut 
dilakukan dengan kriteria sebagai berikut : 
- Jika t hitung < t tabel, maka H01,2,3  diterima 
dan Ha1,2,3 ditolak (tidak berpengaruh secara 
parsial) 


































- Jika t hitung > t tabel, maka H01,2,3  ditolak 
dan Ha1,2,3 diterima (berpengaruh secara 
parsial)  
- Jika nilai signifikansi > 0,05 maka tidak 
signifikan dan sebaliknya. 
b) Uji Koefisien Regresi Simultan (Uji F) 
Uji simultan (uji F) ini digunakan untuk 
mengetahui kebenaran hipotesis antar variabel 
independen terhadap variabel dependen secara 
silmultan (bersama-sama). Penerimaan atau 
penolakan atas hipotesis tersebut dilakukan dengan 
kriteria sebagai berikut : 
- Jika F hitung < F tabel, maka H01,2,3  diterima 
dan Ha1,2,3 ditolak (tidak berpengaruh secara 
simultan) 
- Jika F hitung > F tabel, maka H01,2,3  ditolak 
dan  Ha1,2,3 d iterima (berpengaruh 
secara simultan) 





































A. Deskripsi Umum Objek Penelitian 
1. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di UMKM yang tercatat pada Dinas 
Koperasi dan Usaha Mikro Sidoarjo. Dari seluruh UMKM yang ada di 
Sidoarjo, peneliti memperoleh hasil sampel sesuai perhitungan 
sebanyak 100 sampel. UMKM yang tercatat pada Dinas Koperasi dan 
Usaha Mikro Sidoarjo tersebut terbagi atas beberapa sektor usaha 
yang kemudian dibina oleh Dinas. Dari data keseluruhan populasi 
yang ada diperoleh yakni : 
Tabel 4.1 
Jumlah UMKM Menurut Sektor Usaha di Sidoarjo 
 
No Sektor Usaha Jumlah (unit) Persentase 
(%) 
1. Pertanian 34.395 20% 
2. Pertambangan & Penggalian 4 0% 
3. Industri Olahan 9.008 5% 
4. Konstruksi 795 0% 
5. Perdagangan Hotel dan Restoran 96.149 56% 
6. Transportasi 5.096 3% 
7. Keuangan 278 0% 
8. Jasa-jasa 25.539 15% 
 Total 171.264 100% 
Sumber : http://diskopukm.jatimprov.go.id (diolah) 
Dari keseluruhan populasi tersebut, sampel yang digunakan dalam 
penelitian ini sebanyak 100 responden dan terbagi atas beberapa 
sektor usaha sebegai berikut : 
 













































Sumber: Data primer, diolah (2018) 
Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara 
menyebarkan angket (kuesioner) kepada pelaku usaha UMKM secara 
langsung di tempat usaha dan melalui perwakilan staff klinik Dinas 
Koperasi dan Usaha Mikro Sidoarjo untuk kemudian disebarkan 
kepada pelaku usaha dalam hal ini UMKM Sidoarjo yang sedang 
dibina dan sedang melakukan kunjungan ke klinik untuk 
berkonsultasi mengenai usahanya. 
2. Karakteristik Responden 
a) Karakteristik Responden Berdasarkan Sektor Usaha 
UMKM yang tersebar di Sidoarjo umumnya tersebar atas 
beberapa kelompok atau sektor usaha. Pengelompokan sektor usaha 
dalam penelitian ini terbagi atas  4 sektor usaha. Jumlah UMKM 
yang menjadi responden dalam penelitian ini berdasarkan sektor 




No Sektor Usaha Jumlah (Unit) Persentase (%) 
1. Perdagangan 53 53% 
2. Industri Olahan 41 41% 
3 Restoran 0 0% 
4. Lain-lain 6 6% 
 Total 100 100% 













































Sumber: Data primer, diolah (2018) 
   
 Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa dari 100 jumlah 
responden dalam penelitian berdasar kriteria sektor usaha sebanyak 53 
responden UMKM berasal dari sektor usaha perdagangan, diikuti 
dengan sektor usaha industri olahan sebanyak 41 responden, kemudian 
sektor usaha restoran sebanyak 0 dan sektor usaha lainnya sebanyak 6 
responden. 
 
b) Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Usaha 
Data responden berdasarkan lama usaha disajikan dalam tabel 
berikut : 
Tabel 4.4 
Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Usaha 
No Lama Usaha Jumlah  
1. < 1 tahun 1 
2. 1-5 tahun 41 
3 6-10 tahun 32 
4. > 10 tahun 26 
 Total 100 
Sumber: Data primer, diolah (2018) 
 
  Berdasarkan sajian tabel diatas, dapat dilihat bahwa responden 
dengan lama usaha kurang dari 1 tahun sebanyak 1 responden, 
kemudoan 41 responden untuk lama usaha antara 1-5 tahun, 32 
No Sektor Usaha Jumlah (Unit) 
1. Perdagangan 53 
2. Industri Olahan 41 
3 Restoran 0 
4. Lain-lain 6 
 Total 100 



































responden untuk lama usaha antara 6-10 tahun dan responden dengan 
lama usaha lebih dari 10 tahun sebanyak 26 responden. 
 
c) Karakteristik Responden Berdasarkan Omset/tahun 
Pengelompokkan responden berdasarkan omset usaha selama 
setahun terlihat pada tabel berikut ini : 
Tabel 4.5 
Karakteristik Responden Berdasarkan Omset/tahun 
 
No Omset/tahun Jumlah 
1. < 600 juta 33 
2. 600 juta – 1 Milyar 42 
3 1 – 4,8 Milyar 36 
4. > 4,8 Milyar 1 
 Total 100 
   Sumber: Data primer, diolah (2018) 
 
Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa jumlah responden 
dengan omset kurang dari 600 juta/ tahun sebanyak 33 responden, 
diikuti dengan jumlah paling banyak dari omset antara 600 juta – 1 
Milyar setahun yakni sebanyak 42 responden. Kemudian responden 
dengan jumlah omset antara 1 – 4,8 Milyar sebanyak 36 responden 
dan jumlah responden paling sedikit di omset lebih dari 4,8 Milyar 
yaitu sebanyak 1 responden. 
 
d) Karakteristik Responden Berdasarkan NPWP 
Data responden berdasarkan ada atau tidaknya NPWP dapat 
dilihat pada tabel berikut : 
 




































Karakteristik Responden Berdasarkan NPWP 
 
No NPWP Jumlah 
1. Ada 89 
2. Tidak 11 
 Total 100 
Sumber: Data primer, diolah (2018) 
  
Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa jumlah responden yang 
memiliki NPWP ialah sebanyak 89 responden dan 11 responden 
lainnya tidak memiliki NPWP. 
B. Analisis Data 
1. Uji Validitas & Reliabilitas 
a) Uji Validitas 
Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid 
tidaknya suatu kuisioner. Suatu kuisioner dikatakan valid apabila 
pertayaan yang tercantum pada kuisioner mampu mengungkap 
sesuatu yang akan diukur kuisioner tersebut.
1
 
Kuisioner dalam penelitian ini dikatakan valid jika 
menghasilkan angka r hitung yang lebih besar atau sama dengan 
0,196, sebaliknya jika r hitung yang dihasilkan ialah lebih kecil 
dari 0,196 maka kuisioner dikatakan tidak valid sehingga harus 
dibuang atau diperbaiki kembali. Pengujian kuisioner ini dibantu 
oleh program komputer IBM SPSS Versi 24 (Statistical Package 
for the Social Science) dan memperoleh hasil sebagai berikut : 
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 Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariate, hal. 52 




































Hasil Uji Validitas 
Variabel Item r Hitung r Tabel Sig Keterangan 
Sosialisasi Pajak 
(X1) 
X1.1 0,767 0,196 0,000 Valid 
X1.2 0,766 0,196 0,000 Valid 
X1.3 0,874 0,196 0,000 Valid 
X1.4 0,746 0,196 0,000 Valid 
Penerapan PP No 
46 Tahun 2013 
(X2) 
X2.1 0,259 0,196 0,000 Valid 
X2.2 0,350 0,196 0,000 Valid 
X2.3 0,249 0,196 0,000 Valid 
X2.4 0,234 0,196 0,000 Valid 




X3.1 0,668 0,196 0,000 Valid 
X3.2 0,778 0,196 0,000 Valid 
X3.3 0,717 0,196 0,000 Valid 





Y.1 0,582 0,196 0,000 Valid 
Y.2 0,673 0,196 0,000 Valid 
Y.3 0,787 0,196 0,000 Valid 
Y.4 0,701 0,196 0,000 Valid 
Y.5 0,483 0,196 0,000 Valid 
  Sumber : Data Primer, diolah (2019) 
  Berdasar tabel 4.5 diatas, diketahui bahwa seluruh nilai 
angka r hitung pada tiap item variabel ialah lebih besar dari nilai 
angka r tabel. Nilai r tabel diperoleh dari jumlah seluruh sampel 
dikurangi 2, sehingga df(n-2) menghasilkan df=100-2= 98. Nilai r 
tabel pada angka  baris 98 di tingkat signifikan 0,05 ialah 0,196. 
Oleh karena itu, uji validitas pada seluruh item pertanyaan dalam 
penelitian ini dapat dikatakan valid. 
b) Uji Reliabilitas 
Suatu kuisioner dikatakan reliabel atau handal jika seorang 
responden memberikan jawaban terhadap suatu pernyataan dengan 



































konsisten atau stabil dari waktu ke waktu.
2
 Pengujian reliabilitas 
dalam penelitian ini dilakukan menggunakan IBM SPSS Versi 24 
dengan ketentuan jika koefisien alpha (α) pada kuisioner tersebut 
lebih besar dari 0,6 maka diakatakan reliabel dan sebaliknya. Hasil 
uji reliabilitas dalam penelitian ini disajikan pada tabel berikut : 
Tabel 4.8 
Hasil Uji Reliabilitas 
Variabel Koefisien Alpha Cronbach Keterangan 
X1 0,812 Realibel 
X2 0,625 Realibel 
X3 0,783 Realibel 
Y 0,758 Realibel 
  Sumber : Data Primer, diolah (2019) 
Berdasar hasil uji realibilitas yang ditunjukkan pada tabel 
4.6 diatas, diketahui bahwa nilai alpha cronbach X1 ialah 0,812, 
diikuti dengan X2 yaitu 0,625, kemudian X3 0,783 dan Y sebesar 
0,758. Seluruh nilai alpha cronbach pada masing-masing variabel 
ialah lebih besar dari 0,6. Sehingga diperoleh hasil bahwa item 
pertanyaan dalam kuisioner yang digunakan pada penelitian ini 
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 Imam, hal.47 



































2.  Uji Asumsi Klasik 
a) Uji Normalitas Data 
Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data 
yang terdistribusi telah mendekati normal atau tidak. Data yang 
berdistribusi normal memiliki nilai signifikansi > 0,05. Hasil uji 
normalitas yang telah dilakukan dalam penelitian ini 
menggunakan uji statistik Smirnov-Kolmogorov dan 
menghasilkan nilai sebagai berikut : 
Tabel 4.9 
Hasil Uji Normalitas 
















Test Statistic 0,071 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,200c,d 
 Sumber : Data primer, diolah 2019 
Berdasar tabel tersebut, telah diketahui bahwa nilai 
signifikansi (Asymp. Sig.) perhitungan yang diperoleh melalui uji 
kolmogorov-smirnov ialah sebesar 0,200. Sehingga dapat 
disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini telah terdistribusi 
secara normal dengan kriteria bahwa  0,200 > 0,05. 
 



































b) Uji Multikolinieritas 
Model regresi yang baik seharusnya tidak mengalami 
multikolinieritas atau korelasi yang kuat antar variabel 
independen. Pengujian ini dilakukan dengan metode Tolerance dan 
VIF (Varia\nce Inflation Factor) dengan ketentuan jika nilai 
tolerance lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF tidak lebih dari 0,10 
maka model regresi tersebut tidak mengalami multikolinieritas. 
Hasil yang diperoleh dari pengujian multikolinieritas 
dalam penelitian ini ditunjukkan pada tabel berikut : 
Tabel 4.10 





1 (Constant)     
SosialisasiPajak 0,836 1,196 
PP46 0,986 1,015 
SanksiPerpajakan 0,835 1,197 
a. Dependent Variable: KepatuhanWP 
    Sumber : Data primer, diolah 2019 
  Berdasarkan hasil tersebut, dapat diketahui bahwa seluruh 
variabel independen memiliki angka tolerance > 0,10 dan angka 
VIF < 10,00. Maka dapat dikatakan bahwa variabel sosialisasi 







































c) Uji Heteroskedastitas 
Uji heteroskedastisitas yang digunakan dalam penelitian 
ini menggunakan uji Glejser dengan ketentuan bahwa suatu model 
dapat terbebas dari heterokedastisitas jika nilai signifikansi yang 
diperoleh adalah lebih besar dari 0,05. Hasil uji yang telah 
dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut : 
Tabel 4.11 









t Sig. B 
Std. 
Error Beta 
1 (Constant) 2,010 1,066   1,886 0,062 
SosialisasiPajak -0,087 0,054 -0,178 -1,618 0,109 
PP46 0,008 0,018 0,044 0,433 0,666 
SanksiPerpajakan 0,040 0,057 0,078 0,706 0,482 
a. Dependent Variable: RES_2 
Sumber : Data primer, diolah 2019 
  Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa signifikansi 
seluruh variabel independen adalah lebih besar dari 0,05. Oleh karena 
itu, dapat disimpulkan bahwa model yang digunakan dalam penelitian 
ini telah terbebas dari heterokedastisitas atau ketidaksamaan varian 
yang muncul dari residual satu ke residual yang lainnya. 
3. Analisis Regresi Linier Berganda 
Analisis regresi linier berganda digunakan ketika terdapat model 
penelitian yang memiliki jumlah variabel independen lebih dari 



































satu. Dalam analisis regresi linier berganda ini terdiri atas 2 (dua) 
uji hipotesis dimana me nguji pengaruh variabel independen 
terhadap variabel dependen yakni pengujian secara parsial (masing 
masing) dan secara simultan (bersama-sama). 
a) Uji Koefisien Regresi Parsial (Uji t) 
Uji koefisien regresi secara parsial dalam penelitian ini 
dibantu menggunakan program IBM SPSS Statistics 24. Uji ini 
bertujuan untuk menguji hipotesis tiap variabel secara sendiri-
sendiri (parsial) dan diperoleh hasil berikut : 
Tabel 4.12 







t Sig. B 
Std. 
Error Beta 
1 (Constant) 8,448 1,813   4,660 0,000 
SosialisasiPajak 0,224 0,091 0,221 2,458 0,016 
PP46 0,036 0,031 0,097 1,170 0,245 
SanksiPerpajakan 0,487 0,097 0,450 5,017 0,000 
a. Dependent Variable: KepatuhanWP 
Sumber : Data primer, diolah 2019 
 Berdasar tabel diatas, dapat diketahui bahwa variabel X1 
dan X3 memiliki nilai koefisien positif masing-masing senilai 
2,458 dan 0,5017. Maka dapat diartikan bahwa variabel X1 dan 
X3 atau variabel sosialisasi pajak dan sanksi perpajakan memiliki 
t hitung yang lebih besar dari t tabel sebesar 1,9837 (2,458 > 



































1,9837 dan 5,017 > 1,9837), sehingga dapat diartikan bahwa 
variabel X1 dan X3 berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib 
pajak badan UMKM di Sidoarjo. Sedangkan untuk variabel X2 
atau penerapan PP No 46 Tahun 2013 memiliki nilai t hitung 
sebesar 1,170, nilai ini lebih kecil dari nilai t tabel yang 
digunakan dalam penelitian ini yakni sebesar 1,9837. Sehingga 
dapat diartikan bahwa variabel X2 tidak memiliki pengaruh 
terhadap kepatuhan wajib pajak badan UMKM di Sidoarjo. Hal 
ini ditunjukkan dengan 1,170 < 1,9837. 
Nilai signifikan (kolom Sig) variabel X1 dan X3 memiliki 
nilai sig masing-masing sebesar 0,016 dan 0,000. Nilai ini lebih 
kecil dari taraf signifikansi sebesar 0,05. Maka dapat diartikan 
bahwa H01,3 ditolak dan Ha1,3 diterima, sehingga variabel X1 dan 
X3 dinyatakan berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y 
atau variabel kepatuhan wajib pajak badan UMKM di Sidoarjo. 
Sedangkan variabel X2 yakni variabel penerapan PP No 46 Tahun 
2013 menunjukkan angka signifikan sebesar 0,245, maka dapat 
diartikan bahwa nilai signifikansi yang diperolehnya ialah > 0,05. 








































b) Uji Koefisien Regresi Simultan (Uji F) 
Tabel 4.13 






Square F Sig. 
1 Regressio
n 




Residual 268,060 96 2,792     
Total 414,750 99       
a. Dependent Variable: KepatuhanWP 
b. Predictors: (Constant), SanksiPerpajakan, PP46, 
SosialisasiPajak 
Sumber : Data primer, diolah 2019 
 
 Berdasar hasil uji simultan yang terdapat pada tabel diatas, 
nilai F hitung menghasilkan angka sebesar 17,511. Angka ini 
menunjukkan bahwa nilai F hitung yang diperoleh lebih besar dari 
F tabel sebesar 3,09 (17,511 > 3,09) maka dapat diartikan bahwa 
variabel X1, X2, X3 berpengaruh secara bersama-sama terhadap 
kepatuhan wajib pajak badan UMKM di Sidoarjo. Dengan nilai 
signifikan (Sig) 0,000 > 0,05 sehingga secara simultan seluruh 
variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap 
variabel dependen. 
c) Uji Koefisien Determinasi (R2) 
Tabel 4.14 














1 ,595a 0,354 0,333 1,671 
a. Predictors: (Constant), SanksiPerpajakan, 
PP46, SosialisasiPajak 
b. Dependent Variable: KepatuhanWP 



































Dapat dilihat bahwa angka Adjusted R Square memiliki 
nilai sebesar 0,333 atau sebesar 33%. Hal ini dapat diartikan 
bahwa variabel sosialisasi pajak, penerapan PP No 46 Tahun 2013 
dan sanksi perpajakan memiliki pengaruh sebesar 33% terhadap 
kepatuhan wajib pajak badan UMKM di Sidoarjo. Sedangkan 
sebanyak 67% sisanya dipengaruhi oleh variabel diluar penelitian 
yang dilakukan oleh peneliti. 





































A. Pengaruh Sosialisasi Pajak, Penerapan PP No 46 Tahun 2013 dan Sanksi 
Perpajakan Secara Parsial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan 
UMKM di Sidoarjo 
1. Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan 
UMKM. 
Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa 
sosialisasi pajak secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 
pajak badan UMKM di Sidoarjo. Hal ini didukung oleh hasil 
perhitungan uji parsial t diperoleh angka t hitung lebih besar dari > t 
tabel yakni 2,458 > 1,938. Dengan tingkat signifikansi sebesar 0,016 
atau lebih kecil dari > taraf signifikansi 0,05. 
Hasil dalam penelitian ini mendukung penelitian yang sebelumnya 
telah dilakukan oleh Kamaruddin dkk pada tahun 2017 yang berjudul 
“Analisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Tingkat 
Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Sumbawa Besar Tahun 2011-2016.” Dimana dalam penelitian 
tersebut menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh 
positif terhadap tingkat kepatuhan WP di Kantor Pelayanan Pajak 
Pratama Sumbawa Besar tahun 2012-2016 dibuktikan dari nilai t 
hitung yang lebih besar dari t tabel dengan tingkat signifikansi 


































kurang dari 0,05 (5%) dan hasil dari regresi linier sederhana yang 
diperoleh dari R Square (R
2
) ialah sebesar 0,947 atau dapat diartikan 




Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan responden, 
responden mengaku bahwa telah mengetahui peraturan-peraturan 
pajak melalui media cetak dan elektronik. Media cetak yang 
dimaksud oleh responden dalam hal ini ialah poster, baliho dan 
spanduk-spanduk yang sengaja diletakkan oleh DJP di sepanjang 
jalan raya utama kota dan tempat-tempat tertentu dalam hal ini 
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan Kantor Dinas Koperasi dan 
UMKM (Dinkop). Hal ini menandakan bahwa para responden telah 
banyak merasakan sosialisasi atas informasi peraturan perpajakan 
yang telah diberikan oleh DJP. 
Sosialisasi yang telah diberikan tersebut, secara langsung maupun 
tidak telah menambah pengetahuan dan informasi responden selaku 
WP tentang perkembangan peraturan pajak dimana hal ini mampu 
meningkatkan kepatuhan WP dalam menyelesaikan kewajiban 
perpajakannya. 
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 Kamaruddin dan Marisa Sutanti, Rima Suprapti, Analisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan 
Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumbawa Besar 
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2. Pengaruh Penerapan PP No 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan 
Wajib Pajak Badan UMKM 
Kebijakan pemerintah menerbitkan peraturan tentang pajak 
penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh 
WP yang memiliki peredaran bruto tertentu bertujuan untuk 
memberikan kemudahan kepada seluruh WP baik pribadi maupun 
badan yang memiliki peredaran bruto tertentu dalam hal pelaksanaan 
seluruh kewajiban perpajakannya.
2
 Peraturan yang dijelaskan tersebut 
ialah Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 (PP No 46 Tahun 
2013). Selain untuk mempermudah dan menyederhanakan aturan 
pajak yang ada sebelumnya, peraturan ini diharapkan mampu 
meningkatkan kontribusi masyarakat khususnya subjek pajak dalam 
hal peningkatan kepatuhan wajib pajak.
3
 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, 
penerapan PP No 46 Tahun 2013 dinyatakan tidak berpengaruh 
secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan UMKM di 
Sidoarjo, hal ini ditunjukkan dengan hasil perhitungan yang 
menunjukkan bahwa hasil uji t hitung sebesar 1,170 atau lebih kecil 
dari < t tabel 1,9837. Dengan tingkat signifikansi sebesar 0,245 atau 
lebih besar dari > 0,05. 
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Hasil dalam penelitian ini mendukung penelitian yang telah 
dilakukan oleh Songsong Kenconowati pada tahun 2015. Penelitian 
tersebut menjelaskan bahwa variabel kemudahan PP No 46 Tahun 
2013 tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP 
Pratama Surabaya Rungkut. 
Selain itu, hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian 
yang sebelumnya telah dilakukan oleh Vina Rosella pada tahun 2015 
di wilayah Surabaya dan Sidoarjo dimana dalam penelitian tersebut 
disebutkan bahwa terdapat 3 faktor terkait penerapan PP No 46 
Tahun 2013 yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak 
UMKM. Faktor tersebut yaitu keadilan, kemudahan dan 
kesederhanaan. Hasil yang ditunjukkan ialah faktor keadilan dan 
kemudahan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak 
ditunjukkan dengan nilai koefisien berturut-turut sebesar 0,280 dan 
0,394 dengan signifikansi < 0,05. Namun, hasil penelitian ini sejalan 
dengan hasil penelitian Vina dimana terdapat 1 faktor dalam 
penerapan PP No 46 Tahun 2013 yaitu faktor kesederhanaan yang 
hasilnya tidak berpengaruh positif dengan nilai signifikansi < 0,50. 
Peraturan ini disusun agar wajib pajak yang memiliki jumlah 
peredaran bruto tertentu dalam hal ini tidak lebih dari 4,8M 
setahunnya, tidak perlu kesusahan untuk mengetahui berapa besar 
jumlah pajak yang harus disetorkan ke negara atas hasil usaha yang 
diperolehnya setiap bulan dengan menggunakan tarif sebesar 1%. Dan 


































tidak perlu melakukan perhitungan berapa besara laba sebagai dasar 
perhitungan pajak yang dikenakan atas usahanya. Atas hal tersebut, 
maka responden selaku WP dapat membayarkan pajak-nya secara 
tepat waktu dimana hal ini merupakan salah satu kriteria WP patuh 
sesuai dengan yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan 
Republik Indonesia (PMK RI) Nomor 192/PMK.03/2007 Pasal 1 pada 
poin kriteria yang berbunyi “Tidak mempunyai tunggakan pajak 
untuk semua  jenis pajak, kecuali tunggakan yang memperoleh izin 
mengangsur atau menunda pembayaran pajak.”4 Selain itu, responden 
dapat berhasil menyelesaikan kewajiban perpajakannya sesuai dengan 
yang dicantumkan dalam Buku Panduan Hak dan Kewajiban Wajib 
Pajak yang telah diterbitkan dalam website resmi www.pajak.go.id 
dalam poin kewajiban WP yang kedua yakni “Kewajiban 
Pembayaran, Pemotongan/Pemungutan dan Pelaporan Pajak”.5 
Namun dalam praktik-nya, pelaku usaha selaku wajib pajak yang 
menjalankan peraturan ini tetap mengalami kesusahan dan kendala. 
Pasalnya, pelaku UMKM belum memiliki pembukuan secara rapi atas 
penjualan yang dilakukan untuk menghitung besar peredaran bruto-
nya setiap bulan. Sehingga penerapan atas PP No 46 tidak dapat 
dijalankan secara maksimal. Oleh karena itu, hal ini tidak sesuai 
dengan teori yang dikemukakan oleh Adam Smith tentang asas 
pemungutan pajak oleh Negara yang dirumuskan ke dalam “The Four 
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 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 192/PMK.03/2007 Pasal 1 
5
 Buku Panduan Hak dan Kewajiban Wajib Pajak, 43. 


































Maxim” atau empat pilar. Yakni salah satunya merupakan asas 
kepastian yang mengatakan bahwa “penetapan pajak tidak dilakukan 
sewenang-wenang, sehingga wajib pajak harus mengetahui secara 
jelas juga pasti mengenai pajak yang harus dibayar (pajak terutang).” 
Oleh karena pelaku UMKM tidak dapat mengetahui secara pasti 
berapa banyak pajak yang harus mereka bayarkan kepada Negara, 
maka hal ini menimbulkan kendala untuk wajib pajak itu sendiri agar 
berlaku patuh dalam penyelesaian kewajiban perpajakannya. 
3. Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan 
UMKM 
Berdasar uji t yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa variabel 
sanksi perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan 
wajib pajak badan UMKM di Sidoarjo. hal ini dibuktikan dengan 
perolehan angka uji t hitung sebesar 5,107 atau lebih besar dari > t 
tabel 1,9837 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 atau lebih kecil 
dari < 0,05. 
Hasil ini berlawanan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan 
oleh Songsong Kenconowati pada tahun 2015. Dalam penelitian 
tersebut, menyatakan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh 
secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama 
Rungkut Surabaya. Hal ini didukung oleh nilai signifikansi yang 
ditunjukkan oleh variabel sanksi perpajakan sebesar 0,108 atau lebih 
besar dari 0,05. 


































Dari hasil wawancara, responden mengaku tidak terlalu peduli 
dengan sanksi yang ditetapkan pemerintah terkait dengan kewajiban 
perpajakan. Hal ini diakui oleh responden bahwa kewajiban 
perpajakan yang telah dituntaskan oleh mereka sudah merasa cukup 
untuk dilaksanakan sehingga tidak memperdulikan berbagai macam 
adanya sanksi pajak yang ada. 
B. Pengaruh Sosialisasi Pajak, Penerapan PP No 46 Tahun 2013 dan Sanksi 
Perpajakan Secara Simultan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan 
UMKM Sidoarjo 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, diperoleh 
hasil bahwa sosialisasi pajak, penerapan PP No 46 Tahun 2013 dan sanksi 
perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak 
badan UMKM di Sidoarjo. Hal ini didukung oleh hasil uji F hitung yang 
diperoleh yakni sebesar 17,511 atau lebih besar lebih besar dari > F tabel 
sebesar 3,09. Dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 atau kurang dari < 
0,05. 
Hasil yang ditunjukkan pada tabel hasil uji koefisien determinasi 
(R
2
) atau model summary didapatkan bahwa hasil perhitungan R sebesar 
0,595 atau sebesar 59%. Jumlah ini teridentifikasi adanya predictor yang 
muncul, sehingga dapat dilihat dari kolom Adjusted R Square yakni 
sebesar 0,333 atau sebesar 33%. Oleh karena itu, dapat disimpulkan 
bahwa variabel kepatuhan wajib pajak badan UMKM di Sidoarjo dapat 
dijelaskan oleh variabel sosialisasi pajak, penerapan PP No 46 Tahun 


































2013 dan sanksi perpajakan sebesar 33%. Sedangkan sisanya yakni 
sebesar 67% dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel lain diluar ketiga 
variabel yang diteliti dalam penelitian ini. 
Adanya sosialisasi pajak, penerapan PP No 46 Tahun 2013 dan 
sanksi pajak yang berjalan beriringan dapat mempengaruhi kepatuhan 
wajib pajak dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya. Dimana 
ketika sosialisasi pajak yang diberikan oleh DJP dapat terselenggara 
secara efektif dan tepat sasaran sebagai bentuk penambahan pengetahuan 
pajak, kemudian penerapan atas PP No 46 yang telah disusun dapat 
diimplementasikan dan ditambah dengan adanya tindak sanksi pajak atas 
pelanggaran yang dilakukan untuk menertibkan dan mendidik ketaatan 
wajib pajak dalam penyelesaian segala bentuk kewajiban perpajakan yang 
sedang dipikulnya, maka berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 
badan dalam ini ialah mendaftarkan diri, menghitung, membayar dan 
melapor dengan benar dan tepat waktu, tidak memiliki tunggakan pajak 
dan memberikan data-data ketika diperiksa. 
Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang sebelumnya telah 
dilakukan oleh Zaen Zulhaj Imaniati pada tahun 2016. Penelitian yang 
berjudul “Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan PP No 46 
Tahun 2013 , Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap 
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Yogyakarta” ini menyatakan 
bahwa variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap variabel 
dependen. Hal tersebut ditunjukkan dengan hasil uji F hitung yang 


































diperoleh ialah sebesar 12,761 atau lebih besar dari > F tabel sebesar 
1,661. Dengan signifikansi sebesar 0,000 atau kurang dari < 0,05. 
 
 






































Berdasar hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan 
mengenai pengaruh sosialisasi pajak, penerapan PP No 46 Tahun 2013 
dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan UMKM di 
Sidoarjo, diperoleh kesimpulan bahwa : 
1. Sosialisasi pajak dan sanksi perpajakan secara parsial berpengaruh 
signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan UMKM. 
Sedangkan penerapan PP No 46 Tahun 2013 secara parsial tidak 
berpengaruh terhadap variabel dependen. 
2. Sosialisasi pajak, penerapan PP No 46 Tahun 2013 dan sanksi 
perpajakan secara simultan berpengaruh secara signifikan 
terhadap kepatuhan wajib pajak badan UMKM di Sidoarjo. 
3. Dari ketiga variabel independen yang terdapat pada penelitian ini, 
yaitu sosialisasi pajak (X1), penerapan PP No 46 Tahun 2013 
(X2) dan sanksi perpajakan (X3) diperoleh hasil bahwa variabel 
sanksi perpajakan memiliki angka koefisien determinasi uji t 
tertinggi diantara 2 variabel independen yang lain, hal ini 
didukung oleh hasil penelitian yang menunjukkan bahwa nilai t 
hitung yang diperoleh ialah sebesar 5,017. 
 



































Berdasar kesimpulan atas hasil penelitian yang telah dilakukan oleh 
peneliti, terdapat beberapa saran yang diajukan untuk menutup penelitian 
ini, yakni : 
1. Untuk Pemerintah agar lebih memaksimalkan sosialisasi yang 
diberikan kepada wajib pajak agar tujuan-tujuan dalam peraturan 
pajak yang telah dibuat tercapai secara baik dan maksimal. 
Sehingga mampu meningkatkan kepatuhan dan keikutsertaan 
masyarakat untuk turut andil dalam melaksanakan dan 
menyelesaikan kewajiban perpajakan-nya. 
2. Untuk pelaku UMKM yang dalam hal ini merupakan wajib pajak, 
agar dapat mempelajari lebih lanjut mengenai peraturan-peraturan 
pajak yang telah dibuat pemerintah agar terjalin kerjasama  yang 
baik secara dua arah dan mendorong sikap patuh terhadap 
kewajiban pajak yang dipikulnya. 
3. Untuk mahasiswa selaku pelaku akademis dalam penelitian ini, 
agar dapat menambah jumlah responden dan lokasi penelitian 
untuk melakukan penelitian selanjutnya. Peneliti selanjutnya 
dapat memperluas wilayah penelitian sehingga tidak hanya untuk 
UMKM di Sidoarjo. Juga dapat menambah variabel penelitian 
yang lain, karena tidak menutup kemungkinan bahwa terdapat 
banyak faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam 


































menyelesaikan kewajiban perpajakannya selain 3 faktor yang 
digunakan pada penelitian ini. 
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